
 

 

 

 

 

 
 

WALI KOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK 

NOMOR  379.1/DKI/TAHUN  2025 

 
TENTANG 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 

 

WALI KOTA PONTIANAK, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada 

Bab IV Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang 

dikecualikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota 

tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak 

Tahun 2025; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang  Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 

sebagai Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat  II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601)  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang  

Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5); 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2018 Nomor 49); 

11. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2021 Nomor 116); 

12. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 

Nomor 48); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  
   

KESATU : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak  Tahun 2025, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. 

KEDUA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Pontianak menjadi 

dasar Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Pemerintah Kota Pontianak. 

KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota 

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota  Pontianak Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan 

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. 

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

 Ditetapkan    di Pontianak 

pada tanggal   24 Maret  2025 
 

 

 

      WALI KOTA PONTIANAK, 

 

 
 

 
EDI RUSDI KAMTONO  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


